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PUTUSAN
Nomor 921/PdtG/2015/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut atas perlcara yang diajukan oleh:
Penggugat, umur 24 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada,
tempat kediaman di Jalan Elang Sungguminasa, Kelurahan
Sungguminasa. Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Jalan
Barukang 2, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung
Tanah, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat
yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, @ bahwa Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 vyang terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan
Nomor: 921/Pdt.G/2015/PA.Sgm ¢+ tanggal 10 Desember 2015, yang
mengemukakan hal-hal sebagai berikut
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. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa sebagaimana pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0397/00SNI/2013, tertanggal 03 Juni 2013.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri di tempat kediaman rumah orangtua
Penggugat kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan
Tinumbu, Kota Makassar kurang lebih 2 bulan lamanya ;

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak 2 bulan setelah kembali rukun antara Penggugat dan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, hal ini
disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat
karena Tergugat malas bekerja;
Tergugat suka menggunakan obat-obat terlarang dan minum
minuman keras;
Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap
Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan
kecil;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcokan penggugat dan tergugat
terjadi pada bulan Oktober 2015 dimana penggugat setelah memberi
kesempatan untuk kembali menyadari kesalahan-kesalahan tergugat,
ternyata kembali melakukan KORT dengan PengQugat bahkan
tergugat tambah parah tingkahnya selama bersama dengan penggugat
dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai suami isteri, kurang lebih 2 bulan lamanya
sampai sekarang, dan selama itu juga penggugat tidak lagi dinafkahi
lahir maupun bathin oleh tergugat.
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6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di
masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua PengadUan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hariadi alias Haerul bin
H. Haeruddin) terhadap Penggugat (Hj Indah Wulandari binti H. Abd.
Kadir Dg. Gala);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun
berdasarkan relaas panggilan melalui Radiogram Nomor:
921/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 10 Januari 2016 dan tanggal 11 Maret
2016 bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena
Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap
berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk
bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugal tetap pada pendiriannya

untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan
surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta
Nikah Nomor. 0397/005NI/2013, tertanggal 03 Juni 2013, yang
dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Somba Opu. Alat bukti yang telah dicoookkan dengan aslinya ternyata
cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos,
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah
memperhadapkan saksi-saksi yakni H. Salnah binti Munawari dan Nurul
Fahrunnisa, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara
persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan
menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan PenAgugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah
hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan
kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang teJah diubah dengan Undange
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa
berwenang menerima, memeriksa, mengadifl gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dafam perkara
perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam
perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapaf
dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan
nasehat kepada Penggugat agar rukun kemba(i sebagai suami isteri,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majells menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat te(ah terjadi
perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan
alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan
Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang menjadi sebab perserisihan dalam rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak
memberikan nafkah secara fayak kepada Penggugat karena Tergugat
malas bekerja, Tergugat suka menggunakan obat-Obat terlarang dan
minum minuman keras, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan
terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalane
persoalan keen, yang mengakibatkan aniara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dafir-dalir Penggugaf tersebut di
atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah
ada perseHsfhan dan pertengkaran dafam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;
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Menimbang, bahwa ternyata T ergugat tidak pemah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan
ketidakhadiran T ergugat tersebut tidak temyata disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
RBg., sepanjang gugatan Penggugat berarasan dan berdasar hukum,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa  meskipun gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan
dengan perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan
mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1Tahun1974 angka 4 huruf e,
dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai
yang fidak dianut dan tldak dibenarkan oleh peraturan perundange
undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undange
Undang Nomor 1 Tahun 1974 [o Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani
kewajiban untuk membuktikan dalU-danr gugatannya sesuai ketentuan
Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkkan bahwa Tergugat
adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan
terhadap dalifnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa
Fotok.opi Kutipan Aleta Nikah Nomor. 0397/00SNI/2013, tertanggal
3 Juni 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai
dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena ltu bukti P fersebuf
tetah memenuhi syarat fonnil suatu akta autentik, dan dalam bukti P
tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat teJah

melangsungkan akad nikah pada tanggad 27 Mei 2013, dengan demikian

buktl P tersebut dinlrai telah memenuhl syarat materfr suatu akta autentik,
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dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta
autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempuma dan memiliki kekuatan
pembukfian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan
yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan
sebagaiberikut:

- Bahwa saksi H. Salnah binti Munawari dan saksl Nurur Fahrunnisa
mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugaf tidak memberikan
nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat suka mabuk-mabukan
dan mengkonsumsi obat-obatan terrarang dan suka berkata kasar dan
ringan tangan;

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggaf 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha di rukunkan namun
tidak berhasif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan ofeh
Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan
kesaksiannya dinifai telah safing bersesuaian satu sama lain dan
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi
syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang
berkaitan dengan alasan perceraiannya dengan Tergugat harus
dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut
di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adafah

sebagaiberikut
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat suka
mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan ferlaranq dan suka
berkata kasar dan ringan tangan;

- Bahwa akibaf dari perselisihan dan pertengkaran Penggugaf dan
Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat 8 (delapan) bulan ramanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi
penting, yaitu perfama ada dan seringnya terjadi percekcokan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang kedua Yyaitu
penyebab dari percekcokan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat
Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat,
tergugat suka mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terfarang
dan suka berkata kasar dan ringan tangan, ketiga yaitu antara Penggugat
dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu
tempat kediaman bersama yang sudah 8 (delapan) bulan lamanya dan
tidak saling menghiraukan ragi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah
menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis ragi
dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan
kondisi tersebut telah fergambar dari adanya percekcokan dan
pertengkaran yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau
tidak berkumpulnya suami Istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
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keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekad berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut
adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),
merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga
untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya
kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oJeh kesatuan atau keterikatan
lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dafam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan,
yang disebabkan Penggugaf merasa tidak terikat lagl baik fisik maupun
psikis dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara
Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung setidak-tidaknya 8
(delapan) bufan famanya, tefah pula rnenunjukkan keutuhan rumah tangga
telah pecah (marriage breakdown), hat ini berarti antara Penggugat dan
Tergugat tidak Jagi memiliki unsur-unsur yang sating tergantung antara
satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki
suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami
dan isfri terus menerus terjadi persefisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan
pertengkaran. Perserisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan
Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban
masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, haf mana Tergugat
tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat suka
mabuk-mabukan dan rnengkonsumsf obat-obatan terlarang dan suka
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berkata kasar dan ringan tangan, maka hal itulah yang dinifai telah
menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk
menyatukan kemban rumah fangga Penggugat dengan Tergugat, tidak
mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini,
Penggugat telah fidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur
tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat)
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di
atas dinilai telah terpenuhl;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tingga( antara keduanya yang
telah berlangsung setidak-tidaknya selama 8 (delapan) bulan, menjadi
indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam
membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat
kediaman bersama dalam kurun wakt.u lama, dimana keduanya ditimpa
masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada
kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah
tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum
yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/IAG/1998 tanggal 17 Maret 1999, vyang diambil alih menjadi
pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum
yang terkandung di dalamnya adaJah bahwa berselisih, cekcok, hidup
berpisah, tidak da(am satu tempat kediaman bersama, safah satu pfhak
tidak bemiat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal
itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu
perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 [0 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;
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Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adaJah semata-mata
ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu
sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang
menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcokan dan pertengkaran,
tetapi akibat yang ditimbulkan dan teJah mengancam keutuhan dan
keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh
karena pernikahan itu menurut Pasaf 2 Kompilasi Hukum Islam adalah
“mitsagan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk
memutuskannya fidak boJeh diukur dengan kesafahan salah satu plhak,
tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik
felah "pecah" ini berarti hafi kedua belah pihak telah pecah, dengan
demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis
hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian seberumnya,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 hurut (¢) Kompilasi Hukum
[slam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar
perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada
Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pemah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan
Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat
tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah ferjadinya
perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini
sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena
itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Sungguminasa untuk menyampaikan sallnan putusan ini kepada Pegawai
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Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan
T ergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1dan2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tenfang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berfaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGAOfLr

—

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hariadi alias Haerul bin
H. Haeruddin) terhadap Penggugat (Hj. rndah Wulandari binti H. Abd.
Kadir Dg. Gala).

4. Memerintahkan Panitera Pengadifan Agama Sungguminasa untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Samba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumfah

Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H., ofeh: Ahmad Jamil,
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr.
Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HL, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majefls dengan didampingi ofeh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh D.rs. H.S. Ahmad
Abbas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat
dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd Ttd
Hakim Anggota

Panitera Pengganti
Ttd
Ttd

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan  Rp 345.000,00
4. Redaksi Rp 5.000.00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 436~000100
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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